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STAITDAR OPERASIOI{AL PROSDDT'R
PEI{GT'RUSAX KEIIAIKAJ{ PAIIGKAT RDGI'LER

DEI{GAIf RAIIUAT TT'HIIT YAITG UAHA EAA

BI'PATI TAITAII LIIUT,

bahwa dalam rang)<a meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam Pengurusan Kenaikan Pangkat Reguler,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
l,aut tentang Standar Operasional Prosedur Pengurusan
Kenaikan Pangkat Reguler;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan kmbarart Negara Republik Indonesia Nomor
27561;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan
Publik (frmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2@9
Nomor I12, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peratural Perundang-undangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tal.un 2OLL Nomor 82,

2.

3.
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Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal J4 oFbber &t5
SEITRETARIS DAERAII
KABI'PAIET TAIINI LIIUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 5d

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal J6 ol(bber.gsts
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